
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salint1tt 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Mernmbang · a bahwa dalam rangka peningkatan dan penuniang k1neria agar 

Meng,ngat 

dapat melaksanakan tugas dan fi.Jngsi OPRO sesuai ketentuan 

Perundang-undangan yang ber1aku pertu dIsediakan Rumah 
Jabatan Pimpman dan Anggota DPRD , 

b bahwa oleh karena fasilitas sebagaimana dimaksud huruf a di 
atas. belum dapat d1sedlakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD perlu 
diberikan Tunjangan Perumahan; 

c. bahwa untuk menentukan jumlah besaran Tunjangan 
Perumahan dimaksud telah dilakukan kaJ1an perMungan harga 
sewa rumah dinas DPRD Kabupaten Bojonegoro oleh PT 
Sucofindo Appra,sal Utama sebagaimana surat PT Sucofindo 
Appraisal Utama Nomor . 15/SA-ADV/SBA-X/2010 Tanggal 20 

Oktober 2010 beserta laporannya, 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf 
a, b dan c d,atas, perfu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tuniangan Perumahan bag, P1mp,nan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentul<an 
Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa 
Ttmur . 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286), 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4 Undang--(Jndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
lndones,a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten!ang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437). sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44-38); 

7. Undang-Undang NolTlOf 27 Tahun 2009 tentang Ma,elis 
Permusyawaratan Rakya~ Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Pe,wakiJan Daerah dan Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndoneSta Tahun 2009 Nomor 123. 
T ambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5043); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4416). sebagaimana telah diubah 
yang ketiga kalinya dengan Peratw.in Pemenntah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712), 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republ,k 
Indonesia Tahun 2005 No!nor 140. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan 
Daerah (lembaran Negara RepubUk Indonesia T ahun 2005 
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemermtah. 
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemenntahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan. 
Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan Perundang­
undangan: 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Pelaksanaan Ganti Rug, Keuangan dan Barang Oaerah : 

14 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Punpman OPRD serta Tata Cara 

Pengembahan Tun1angan Komun,kasi lntens,f dan Dana 
Operas,onal , 

15 Peraluran Menten Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Karja Pemerintah Daerah 
sebaga,mana telah d1ubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ; 

16 Peraturan Menten Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 
Tahun 2007 ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Oaerah ; 

19 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Berna Daerah dan Lembaran Daerah. 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ; 

21 . Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomo, 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokorer dan Keuangan Pimprnan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah 
d1ubah yang kedua kahnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 . 

22. Peraturan Daerah Kabupa!en BoJonegoro Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerinlah Daerah Kabupaten Bo1onegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 

2}; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten 8ojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organ,sasi dan Tata Ke!]a Sekretanat Daerah dan 
Sekretanat DPRD Kabupaten B01onegoro (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro T ahun 2008 Nomor 4) • 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI P!MP!NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. 

Pasaf1 

Dalam Peraturan Bupatr ini yang dunaksud dengan 
a Bupati adalah Bupab BoJonegoro , 
b. Dewan Peiwak1lan Rakyat Oaerah yang selanjutnya d1smgkat 

DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bojonegoro • 

c Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bojonegoro ; 
d. TunJangan Perumahan adalah Tunjangan yang disediakan 

kepada Pimplnan dan Anggota DPRD berupa Rumah Jabauin 
dan Perlengkapan/Rumah Dinas : 

e. A'lggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang selanjuu,ya 
d1s1ngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belan1a 
Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Pasal2 

Dengan Peraturan Bupati mt d1bentuk pengaturan mer1gena1 
Tuniangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal3 

Tunjangan Perumahan Jabatan bagt Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupalen Bojonegoro sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 2. 
berupa uang sewa rumah mula• bulan Januan s/d Desember ya1tu 
a Ketua DPRD. derigan uang sewa rumah sebesar 

Rp 7 217 250 00,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tu1uh Belas R•bu 
Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan • 

b Wakil Ketua OPRD. sebesar Rp 5.273.000,- (Lima Juta Dua 
Ratus Tu;uh Putuh Tiga Ribu Rupiah) per bulan . 

c . Anggota OPRD. sebesat Rp. 3.484 000,- (Tlga Juta Empat 
Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah} per bulan 

Pasal 4 

Tun)8ngan Perumanan Jabatan bagi Pimpman dan Anggota OPRD 
Kabopaten 801onegoro sebagairriana dirriaksud dalam Pasal 3 
dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro 

Pasal 5 

Tata Cara penca1ran dan pertang9u11g,iawaban APBO sebagaimana 
d1rriaksud dafam Pasaf 5, befdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-\Jndangan yang berlaku. 
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Pasaf 6 

Pa<Ja saal Peraluran Bupa~ in, mula, berlaku, Peraturan Bupat, 
sebelumnya tentang Penelapan Tunjangan Perumahan Jabatan 
bagi P,mpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakifan 
Rakyal Daerah Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lidak berfaku. 

Pasaf 7 

Peraturan Bupati ini mufai berlaku pada tanggaf diundangkan. 

Agar set,ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pe<aluran Bupati in, dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bojonegoro 

Oiundangkan di Bojonegom 
pada tanggal 3 Januan 2011 

Diletapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 3 Januari 2011 

BUPATIBOJONEGORO 

ltd 

H. SU VOTO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ltd. 

On;. SOEHAOI MOELJONO MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600131198603 1 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 2 

~ inan sesu01 dengen a,,linya 
sr~~TAR~ DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

11 -~ TARI ~~ 

\ 
r, , . 

Ors. SOEHADFNo. n. 
Pembina Utama Muda 

NIP 19600131 198603 1 008 


